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Sepertj ternyata dari sejarah, sebelum Negara Indonesia berdiri,
telah dipersiapkan lebih dahulu undang-undang dasarnya. Mengapa

haryg dipersiapkan undang-undang dasar lebih dulu?

Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu diketahui dulu, apakah

UNdang-yndang dasar itu? Apakah undang-undang dasar sama

dengan konstitusi?

Istilah undang-undangd dasar merupakan terjemahan istilah
Be'élnda" grondwet’. Wet mengandung arti undang-undang sedangkan
gro”ddapat mengandung arti dasar. Dalam kepustakaan Belanda, istilah
rongyet disamakan dengan istilah constitute. Kalau dalam grondwet
(undang-undang dasar tertlis) dan

rdapat geschreven grondwet

*Ngeschreven grondwet (undang-undang dasar tidak tertulis), hal ini juga

Beriay, terhadap constitutie (constitution, konstitusi). Dengan demikian,

Jalap, kepustakaan Belanda grondwet dan constitutie mempunyai
Maknq yang sama.

Sebagai negara yang mempunyai hubungan sejarah sangat
Uekqt dengan Belanda, khususnya dalam bidang hukum, Indonesia

m Ndapat pengarUh yang cukup mendalam dari Belanda. Istilah -
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istilah hukum yang dipergunakan di Indonesia, pada Umumnyg
merupakan terfjiemahan secara harfiah dari istilah Belanda. Privaatrggp,
dalam bahasa Belanda menjadi hukum perdata (bahasa Indonesia);
strafrecht dalam bahasa Belanda menjadi hukum pidana (bahagg
Indonesia). lIstilah natuurrecht (Belanda) diterjemahkan Menjag;
hukum alam. Dengan demikian, pertanyaan yang berbunyi, apa yan

dimaksud dengan undang-undang dasar dapat diganti denggp, apa
yang dimaksud dengan konstitusi.

Dalam teori konstitusi terdapat berbagai pendapat tentan
konstitusi. Untuk keperluan itu akan dikemukakan pendapat dyg ora
pakar konstitusi.

Lord James Bryce dalam buku yang berjudul “Studies j, hist,
)
and jurisprudence” mengatakan, bahwa : v

Constitution is a frame of political society, organized thro,, Gh g
by law, one in which law has established permanent ji lnsmua
which recognized functions and definite rights. )

Dari rumusan konstitusi tersebut, kita dapat mengetahy;, b
konstitusi sebagai kerangka sebuah negara berisi lembaga,iern
yang permanen. Lembaga-lembaga permanen tersebut mempu:ga
berbagai fungsi, seperti antara lain, fungsi legisiate, fungsi ekse Yaj
dan fungsi peradilan. Kalau hal ini dikaitkan dengan Indonesia |en]butif
negara permanen tersebut adalah: %
1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

2. Presiden sendiri;

3. Mahakamah Agung dengan empat lingkungan kekua
S
kehakiman, dan Mahkamah Konstitusi. aah
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Selain lembaga negara tersebut juga termasuk Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY).
Istilah lembaga negara sendiri untuk pertama kali disebutkan dalam
Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1978. Dalam Ketetapan MPR tersebut
dikemukakan adanya Lembaga Tertinggi Negara (seharusnya
Lembaga Negara Tertinggi) seperti MPR dan Lembaga Tinggi Negara
[sehamsnya Lembaga Negara Tertinggi), seperti Presiden & Wakil
F’residen, DPR, Dewan Pertimbagan Agung (DPA), Badan Pemeriksa
(euangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kepada lembaga-
®mbaga negara tersebut ditentukan pula fungsi dan hak-haknya.

Selain James Bryce, pakar konstitusi Inggeris lain yang juga
Nengemukakan rumusannya adalah C.F. Strong. Dalam buku yang
®fiudul Modern Political Constitutions, C.F. Strong mengatakan
'ahwa;

A .. sion is a collection of principles to which the
Pof::sst::;l :l;r’e govemment the rights of the governed, and
the rejations between the two are adjusted.

Apabila menurut James Bryce dalam konstitusi terdapat
®Ngaturan  institusi-institusi  yang  bersifat tetap  (permanent
wstituﬁons)’ C. F. Strong menyebutnya the gc?vemment (pemerintah).
stilap, Pemerintah (government) inimempunyai dua Tnacam pengertian,
®Ngertian yang luas dan pengertian yang sempit. Yang dimaksud
®Mgan pengertian yang luas adalah segala !?ad?n kenegaraan atau
Mbagg negara yang terdapat dalam konstltusu.. Kfalau hal ini kita
Ubungkan dengan UUD 1945 setelah empat kali dlub?h, lembaga-
™baga negara tersebut meliput (MPR, DPR, DPD, Presiden (& Wakil

res.den)’ Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial

N BpK.
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Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Istilah sistem ketatanegaraan muncul dan berkembang sete|lgp,
diberlakukannya Undang-Undang Dasar di Indonesia. Oleh karena
di Indonesia pernah berlaku tiga undang-undang dasar, yaity uup
1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara
1950, dengan demikian dikenal adanya sistem ko:-:tatanega,.aan
berdasarkan UUD 1945, berdasarkan Konstitusi RIS 1949, dan sistem
ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Yang dimaksud dengan sistem ketatanegaraan adalah h“bUngan
timbal balik antar lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam
undang-undang dasar untuk mencapai tujuan seperti dirumUSkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasarnya.

Dengan demikian, untuk mengetahui sistem ketatanegarel
suatu negara, kita harus mengetahui lebih dulu Iembaga-|emba
negara yang terdapat dalam undang-undang dasarnya.

Sebagai Lembaga Negara Tertinggi adalah Majelis PermuSya
ratan Rakyat, sedangkan Presiden (Wakil Presiden), Dewan Pe'Wak lan
Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Kellan
dan Mahkamah Agung adalah Lembaga Negara Tinggi. Sete ol
UUD 1945 diubah (empat kali berturut-turut), tidak ada lagi Lemb
Negara Tertinggi; yang ada ialah lembaga negara tinggj Semuga
yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden (dan Wakil Presiden), Mahka Q,
Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan pemerikah
Keuangan. Sa

Setelah UUD 1945 diubah, ternyata memunculkan adany,
kelompok lembaga negara, yaitu lembaga negara utama dan lemba Ua
negara yang tugasnya melayani (state auxiliary body). Adapun :a‘
dimaksud dengan lembaga negara utama adalah MPR, DpR’ b Ny
Presiden (& Wakil Presiden), MA, MK dan BPK, sedangkg yab‘

Ny
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dimaksugd dengan lembaga negara yang melayani, yang ditetapkan
dalam UUD 1945. adalah Komisi Yudisial.

Yang menjadi pertanyaan ialah, apa yang dimaksud dengan
Sistem ketatanegaraan dan di mana sistem ketatanegaraan itu
ditemukan? Ternyata, selain C.F. Strong dan James Bryce, masih ada
lagi pakar konstitusi Inggeris lain yang merumuskan konstitusi, yaitu
KC. Wheare galam bukunya yang berjudul “Modem Constitutions”
Dalam buku tersebut K.C. Wheare mengatakan sebagai berikut :

“A constitution is used to describe the whole system of

government of a country, the collection of rules which

establish and regulate or govern the government “.

Pakar konstitusi inilah yang secara jelas mengatakan bahwa
k°ﬂstitusi digunakan untuk menggambarkan ‘the whole system of

9°Vernment of a country “. Yang menjadi pertanyaan ialah, apa yang

Uimaksyg g engan ‘the whole system of government of a country?”.

Untuk mengetahui hal itu, harus dijelaskan lebih dahulu apa yang

dimaksud dengan ‘g ovemment”' Ternyata dalam kepustakaan Inggris,
nga

"Qovemment,, mempunyai dua macarm pengertian, yaitu :
" 90vernment in broader s€nse: dan
. 9°Vemment in narrowel sense.
Yang dimaksud dengan “government (pemerintah)” dalam arti
.sel'npit, dengan m enggunakan teori Trias Politica dari Montesquieu,
lalap Organ eksekutif YaN9 mempunyai kekuasaan eksekutif, Dalam
Pagy ity yang dimaksud dengan “government (pemerintah)” dalam arti

Uag dalah keseluruhan lembaga (negara) yang ada dalam konstitusi
eselu
a
tall "“dang-undang dasamya.
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Dengan demikian, yang dimaksud dengan ‘the whole System of
government of a country” adalah keseluruhan sistem PeMerintahap
(dalam arti luas) yang ada dalam suatu negara, dengan catatap, Yang

terdapat dalam konstitusinya.

Pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab adalah, 'embaga
negara apa saja yang dengan fungsi dan hak-haknya Merupakan the
whole system of government of a country?”. Kalau kita mengg‘Jnakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Setelah
diubah) hal itu meliputi: Majelis Permusyawaratan Rakyat DeWan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden (te"“asuk

Wakil Presiden), Mahkamah Agung, Mahkamah KonstituSi K
" "\Omig;

Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga-lembaga negara itulah yang secara tegas dik(:,n1uka
(diatur)dalam UUD 1945. Keseluruhan lembaganegara, denganf N a?
fungsinya, hak-haknya dan hubungan kerjanya itulah yang Mery, Osi.
“The whole system of government of a country’, yang ding aka'\
sistem ketatanegaraan suatu negara. Rumusan inj dikem a An

dengan menggunakan pengertian konstitusi dari K.C. Wheare akan

Kalau demikian, bagaimana kedudukan dan tempgy e
negara” yang tidak tercantum dalam UUD 19457 Pertanyaan i ."'Wbaga
karena ada pendapat yang mengatakan bahwa di Indonesia t "hbm
tiga kelompok lembaga negara: ’dapat

1. lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945
2. lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undan

3. lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Pfes-‘ dan
n,
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Untuk sistem ketatanegaraan di Indonesia yang hanya berkenaan
dengan lembaga-lembaga negara yang ada dalam undang-undang
dasarnya, hal itu berkenaan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti
yang sempit. Dengan demikian, kalau yang dimaksud dengan lembaga-
lembaga negara juga meliputi yang di luar undang-undang dasar, hal

itu berkenaan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti yang luas.

Tentang Lembaga negara Utama dan Lembaga negara Yang

Melayani

Dari judul yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
diketahui adanya dua kelompok lembaga negara. Kalau semula,
UUD 1945 tidak mengenal adanya istilah lembaga negara, setelah
perubahan dilakukan terdapat dengan jelas istilah tersebut. Hal ini
dapat kita ketahui dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat (1) tersebut seluruhnya

berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibenikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik,

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan
lembaga negara ialah yang kewenangannya (lembaga negara)
diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa lembaga
negara adalah badan kenegaraan yang kewenangannya diberikan oleh

undang-undang dasar. Dengan menggunakan tafsiran tertentu kita
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dapat mengatakan bahwa badan atau lembaga yang kewenangannyz:

tidak diberikan oleh konstitusi bukan lembaga negara.

Adapun lembaga negara dimaksud adalah MPR, DPR, DPD
Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, BPK, dan Komis
Yudisial. Memperhatikan tugas dan wewenangnya kedelapan lembag:
negara itu kita dapat membaginya dalam dua kelompok. Kelompo
pertama adalah lembaga-lembaga negara yang mempunyai tuga
dan wewenang mandiri, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden (termasu
Wakil Presiden), MA, MK dan BPK. Dikatakan mandiri, karena tida

mempunyai tugas pelayanan.

Lembaga negara yang pertama ini dapat diberikan sebuta
lembaga negara utama. Untuk jelasnya akan dikemukakan kekuasag

lembaga-lembaga negara tersebut.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Maijelis ini mempunyai wewenang:

1.1. menetapkan undang-undang dasar;

1.2. mengubah undang-undang dasar;

1.3. melantik Presiden dan Wakil Presiden;

1.4. memberhentikan Presiden dan / atau wakil Presiden dalar

masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
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Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan ini mempunyai fungsi:

2.1. legislasi;

2.2. anggaran; dan

2.3. pengawasan.

Dewan Perwakilan Daerah

DPD ini mempunyai yang terbatas, seperti:

3.1.

3.2

dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemikiran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan
daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR
atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan
dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
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3.3. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-

Undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. serta
menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

4. Presiden

Presiden mempunyai tugas dan wewenang seperti berikut :

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

47.
4.8.
4.9.

90

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.

berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
DPR.

berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang.

dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang.

memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian.

dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

menyatakan keadaan bahaya.

mengangkat duta dan konsul.

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.



4.10. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan DPR.
4.11. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan

yang diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Agung

Seperti ditentukan dalam UUD 1945, MA dan badan-badan

peradilan yang berada di bawahnya melakukan kekuasaan

kehakiman. Secara khusus MA:

5.1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi.

5.2. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang.

5.3. mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang

undang.

Mahkamah Konstitusi

Seperti halnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi (MK) juga

melakukan kekuasaan kehakiman. MK mempunyai wewenang:

6.1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar.

6.2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

6.3. memutus pembubaran partai politik.

6.4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

6.5. memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
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pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

7. Badan Pemeriksa Keuangan
BPK yang bebas dan mandiri mempunyai kekuasaan untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

negara.

Ketujuh lembaga negara tersebut mempunyai kekuasaan yang
mandiri, dalam arti tidak terikat oleh lembaga negara lain. Oleh kareng
itu, ketujuh badan tersebut dapat dinamakan lembaga negara utama.

Yang menjadi pertanyaan ialah tentang Komisi Yudisial.

Seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar, Komisi Yudisial
(KY) ditempatkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pada
Pasal 24B, sedangkan MA diatur dalam Pasal 24A dan MK diatur
dalam Pasal 24C. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah KY sebuah
badan yang mempunyai kekuasaan kehakiman? Kalau kita baca
Pasal 24B, ternyata KY bukan badan yang mempunyai kekuasaan
kehakiman. Bahwa KY oleh MPR ditempatkan dalam Bab IX yang
berjudul Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebuah kecelakaan.
Mungkin ada hubungannya dengan Mahkamah Agung, akan tetapi dia

bukan badan peradilan.

Untuk mengetahui lembaga negara apa sebenarnya Komisi
Yudisial ada baiknya kita kaji Pasal 24B UUD 1945. Pasal 24B
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tersebut terdiri atas empat ayat. Yang perlu kita kaji adalah ayat (1)
yang berbunyi:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim.

Apabila kita kaji Pasal 24B ayat (1) di atas, ada dua wewenang
yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, yaitu:
1. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
2. wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dari wewenang pertama tersebut kita dapat mengatakan bahwa
KY adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai wewenang
melayani. Dengan demikian kita dapat menamakan lembaga negara
yang memberi pelayanan (auxiliary body). Akan tetapi, apabila kita
perhatikan wewenang yang kedua, KY bukaniah auxiliary body.
Artinya, KY adalah lembaga negara utama. Dengan demikian, dalam

diri KY terdapat dua sifat lembaga negara.

Kedudukan State Auxiliary Body di Indonesia

Kalau dalam UUD 1945 kita hanya menemukan satu lembaga
negara yang termasuk ‘auxiliary body’, ternyata di luar Undang-
Undang Dasar berkembang auxiliary bodies tanpa kendali. Oleh
<arena itu, untuk memahami perkembangannya perlu kita ketahui
ebih dahulu tujuan kita mendirikan negara. Tujuan negara kesatuan

Republik Indonesia dapat kita baca dalam alinea keempat Pembukaan
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UUD 1945. Adapun tujuan negara Indonesia adalah:
1. untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia; ‘
untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Setelah kita ketahui tujuan negara Indonesia, timbul pertanyaan,
dengan cara bagaimana tujuan tersebut diwujudkan? Untuk itulah
kemudian ditetapkan berbagai lembaga negara dalam Undang-Undang
Dasarnya.

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan negara tersebyt
organisasi dibentuk. Dalam organisasi yang bernama negara it
berbagai lembaga negara diadakan. Mula-mula hanya organ legislatif,
organ eksekutif dan organ yudisial, kemudian berkembang |ebjih
banyak. Karena upaya untuk mewujudkan tujuan negara yang juga
tujuan nasional itu bertambah kompleks, hal itu tidak cukup dilakukap,
oleh lembaga negara utama saja. Dalam negara yang menganut sistep,
pemerintahan presidensiil seperti Indonesia, Presidenlah yang pertama
mengetahui, lembaga macam apa yang diperlukan untuk menangani
masalah tertentu dalam mewujudkan tujuan nasional (negara).

Dilndonesia, halituditempuh dengan membentuk berbagai komisi,
seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Ombudsman'
Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain-lain. Inilah yang kemudian
disebut state auxiliary bodies (lembaga negara yang melayany),
Walaupun tugasnya melayani, akan tetapi secara nasiona| State
auxiliary bodies mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam
mewujudkan tujuan nasional. Untuk jelasnya, usaha untuk mencapai
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dan sekaligus mewujudkan tujuan nasional itu dapat digambarkan

sebagai berikut:
Sistem Ketatanegaraan Dalam Arti Sempit

TUJUAN
NEGARA
YANG
DITETAPKAN

MPR
DPR
DPD
PRES

MA

KY

BPK

STATE

AUXILIARY
BODIES

Y

TUJUAN

NEGARA YANG

AKAN DICAPAI

1.

2
3
4

Sistem Ketatanegaraan Dalam Arti Luas

Dalam bagan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan dan peranan

lembaga negara utama dan lembaga negara yang melayani sederajat.

Yangsudah Pasaliialah bahwalembaganegarautama adalah permanent

institutions, sedangkan lembaga negara yang melayani (state auxiliary

bodies) dapat tumbuh, berkembang dan mungkin dihapus. Hal ini

tergantung dari situasi dan kondisi negara itu. Yang perlu diperhatikan

ialah agar pemerintah dalam hal ini presiden dalam membentuk state

auxiliary bodies harus memperhatikan lembaga yang sudah ada.
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